KEPALA DESA SIDOTOTO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOTOTO

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa
wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan
Pembangunan Kabupaten ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 Desa Sidototo Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723); .
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.
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13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20Q4
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 20Q4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); _
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang _Perlmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah; :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) dan/ atau
dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
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22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2)dan telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);

32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen tahun 2018 Nomor 67);

33. Peraturan Bupati kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentan
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
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Menetapkan

34, Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2021;

35. Peraturan Desa Sidototo
Pungutan Desa;

36. Peraturan Desa Sidototo
Rencana Pembangunan Jan

2025 ;
37 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Besaran

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabekelan;
38. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintahan Tahun Anggaran 2021;

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Nomor 6 Tahun 2019 tentang
gka Menengah Desa Tahun 2019-

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOTOTO
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN
Peraturan Desa Sidototo Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
Desa Sidototo Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

6;
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisionai yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat
Kecamatan. '
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk
dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APB Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan
tugas PPKD.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

Kepala Scksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan
digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan
Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening
Pada Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan wuntuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
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40. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang
APB Desa yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Desa.

41. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa
adalah bagian dari Laporﬁ'n Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan
Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos
Laporan Realisasi Anggaran.

42. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan,
Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan,
Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

43. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

44. Pemberdayaan dan Kesecjahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat
PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan
keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang
mengoordinasikan kelompok dasawisma.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Rp.1.228.897.200

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 502.700.860
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 533.390.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 55.010.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 40.474.250
e. Bidag Bencana,Kedaruratan dan Kemendesakan Rp. 50.000.000

Jumlah Belanja Rp.1.181.575.860
Surplus(Defisit) RP. 47.321.340

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Tahun sebelumnya.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Desa (BUM Desa)

Selisih Pembiayaan ( a-b) Rp.

Rp. 24.624.658

Rp. 70.000.000

1.945.998
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Pasal 3

gi?;lesblh lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa
S atl‘uktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan
o YPWaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan

| Fermusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa,
SEbagB—‘ma'tna tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran
W, .Lam[nra_n V, dan Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa danatau Keputusan Kepala

Kepala Desa menetapkan Peraturan
Desa guna pelaksanaan Peraturan Des aini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

erintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, mem
a Sidototo Kecamatan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Des
Padureso Kabupaten Kebumer. '

Ditetapkan di : Sidototo

pada tanggal : 30 Desember 2020

’ - DOTOTO

Diundangkan di Sidototo

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SIDOTOTO

KECAMATAN PADURESO,
<

INDRI IRIANTI

LEMBARAN DESA SIDOTOTO KECAMATAN PADURESO KABUPATEN

KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOTOTO, KECAMATAN PADURESO,

KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Wadaslintang Km.13 Kode Pos 54397

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SIDOTOTO KECAMATAN PADURESO

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOTOTO,

—

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah dubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa,maka perlu Badan  Permusyawaratan Desa
Melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas
rancangan Peraturan Desa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara

5234) ;
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10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
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Kabupaten Kebumen Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007

tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 129);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Nomor 11 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 130 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sumber Pendapatan  Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten = Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

138);

15. Peraturan Desa Sidototo Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
Sidototo;

16. Peraturan Desa Sidototo Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pungutan Desa;

17.  Peraturan Desa Sidototo Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa
Sidototo Tahun 2015 Nomor 1);

18. Peraturan Desa Sidototo Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Desa Sidototo
(Lembaran Desa Sidototo tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Sidototo Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019
— 2025 (Lembaran Desa Sidototo Tahun 2019 Nomor 7) ;

20. Peraturan Desa Sidototo Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran

' Desa Sidototo Tahun 2020 Nomor 5).

11,

12,

13,

14,

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidototo Nomor
140/02/KEP/2019 tahun 2019 Tanggal 24 April tentang
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Sidototo Nomor 06/BPD -tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Péndapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa
Sl.dntoto,Kecamatan Padureso,Kabupaten ~ Kebumen untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut:

1; Pendapatan Desa Rp.1.228.897.200
2. Belanja Desa Rp.1.181.575.860
Surplus/Defisit Rp. 47.321.340
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 24.624.658
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 70.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (45.375.342)
Anggaran —_—mmE=====T

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidototo
pada tanggal 17 Desember 2020
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TA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: /DS- Sdtt/2020
Nomor : /BPD - Sdtt /2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SIDOTOTO

TENTANG

PERATU
RAN DESA TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari inj
. 1in1 Reby tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh
kami yang bertangy tangan di bawah ini :

1. SULY _
ANTO : Kepala Desa Sidototo dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Sidototo selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. TEGUH

: Ketua BPD Desa Sidototo dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidototo

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa ) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan PIHAK
KESATU, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang

terlampir pada Berita Acara ini

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan APB Desa

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir

dalam Berita Acara ini

3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan dan koreksi atas APB Desa Tahun

Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3

(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat

evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani

Berita Acara ini
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Demikianlah Berita Acara in dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dal
44k rengkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Iy

~

L Cirss

tSULYANTG)] i AUH)"'
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BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

N
PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGARAN PENDAPATA
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

pada Hari ini Rehy, Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua
puluh, bertempat di balai Desa Sidototo. Kecamatan Padureso, Kabupaten
Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua Ang’gota Badan permusyawaratan Desd,
Kepala Desa dan perangkat Dega serta, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 _
Dalam Rapat tersebut tejah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

» Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
untuk Sub Bidang dengan rincian sebagai berikut :

A.  Bidang Penyelenggaraan PemerintahDesa Rp. 502.700.860

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 36.000.000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. 221.400.000

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Rp. 15.687.360
Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Rp. 31.039.000
Honorarium PKPKD dan PPKD dil)

Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 11.400.000
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, Rp. 2.340.000

makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian
seragam, , listrik dll)

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Rp. 14.296.000
Penyediaan sarana (aset tetap) Rp. 46.733.000
perkantoran/pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Rp. 2.205.000

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa Rp. 1.945.000
(profil kependudukan dan potensi desa)

Pengelolaan administrasi dan kearsipan Rp. 2.300.000
pemerintahan desa

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Rp. 9.400.000
Partisipatif

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Rp, 4.080.000
Desa/Pembahasan APBDes dll., bersifat reguler)

Penyusunan Dokumen Perencanaan  Desa Rp. 11.075.000
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Bid
ang Pelaksap, Pembangunag Desa
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(Bantuan Honor
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Ei?g:kﬁ,ggaram Posyandu  (Makanan Tambanhan

U Hamil, gKely i i :
Pusyanctu] S Lansia, Insentif Kader
p ;
emeliharagn Sarana/Prasarana
Posyandu/PoIindes[PKD

Pemantauan Kewas

: Padaan diri terhadap kejadian
luar biasa

Jalan Desg **

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan
Jalan Usaha Tani ( dipilih)

Dukungan pelaksanaan program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) GAKIN

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan {perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat
Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa**

Rp. 1.700.000

Rp. 20.850.000

Rp. 75.000.000

Rp. 533.390.250

Rp.8.600.000

Rp. 3.500.000

Rp. 24.605.000

Rp. 8.000.000

Rp.10.000.000

Rp. 176.632.500

Rp. 252.052.750
Rp. 30.000.000
Rp. 20.000.000
Rp. 55.010.500

Rp. 6.006.500
Rp. 2.320.000

Rp.19.000.000

Rp. 4.900.000
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Pembinagn LKMD/Lpm /LPMD

. 2.345.000
Pembinaa_n PKK Rp

Rp. 12.064.000
an M . )
Kemasyarakay, elalui - Pembentukan Lembaga Rp. 3.375.000

Pengorganisasjan, :
Fasilitasj Kader pe el Pembentukan  dan Rp. 5.000.000

mb
Masyarakat 4ngunan dan Pemberdayaan

Pengaturan Pelaks . X o ar000
Penyakit Penkmmnalslzsn Penanggulangan Hama dan Rp. 23.370.000
‘ ara Terpady

P enTngkatan kapasitas Perangkat Desg Rp. 5.597.500
Pemr?gkatan kapasitas Bpp Rp. 2.026.750
Pela“'hﬂn/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp. 3.135.000
Pelatlhan/Penymuhan Perlindungan Anak Rp: 3.135.000
Pelatihan menejemen koperas; /KUD/UMKM Rp. 3.210.000

E nn{r;);;«:SA:ENANGGULANGAN BENCANA DAN Rp. 50.000.000

Penanggulangan Bencang

Rp. 25.000.000
Penanganan Keadaan Daryrat

Rp. 25.000.000
p  PEMBIAYAAN
Rp. 70.000.000

Rp. 70.000.000

Penyertaan Modal BUMDES

» Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2021 dengan catatan /setelah koreksi atas Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan

sebagaimana catatan Berikut -

1. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 di
sesuai dengan Peraturan Perundanga—Undangan yang berlaku.

2. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
dan semua program dan kegiatan di sesuaikan dengan Perencanaan yang
tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020

3. Untuk bidang ,program dan kegiatan agar menyesuaikan dengan aturan
perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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j, Ketua / Anggota

2 wakil Ketua/Anggota : PARYATI

3 Sekretan's / Anggota  : NINIK GIARTI

4. Angg()ta

5. Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOTOTO

: TEGUH

: ANISA AFIDA

: HASIM ASNGARI (%/ )
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DA
FTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

g(;‘;i‘“ : PEMBAHASAN RANCANGAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021
: SIDOTOTO
KECAMATAN - PADURESO
TANGGAL  : 3 Degember 2020
NO _ Nawna pr— TANDATANGAN |
11 TEGUH - ° ¢ =
' Ketua BPD /_j‘? ]
2. | SULYANTO KepalaDesa /] - _
3. | INDRI IRIANTI Sekdes aM -
4. | TUTI MUZAYANAH Kaur Keuangan
5. | SUYATIN Kaur Tata umum
6. SOlLEHUDIN Kaur Pemerintahan
7. | SUTIKNO Kadus I
8. | MARYANI Kasi Pelayanan e
9. |[TUMIN Kaur Kesejahteraan w ™ ]
10. | BANGUN TRIONO Kadus 11 —
11. | PARYATI Anggota BPD A |
12. | ANISA AFIDA Anggota BPD G s
13. | HASIM ASNGARI Anggota BPD = =5
14. | NINIK GIARTI Anggota BPD -
15. | DIYO DARYONO Unsur Masyarakat | © U
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BERITA ACARA
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan g
Kecamitss p:;gan Penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2021 di Desa Sidototo
Ureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan T '
Jam anggal : Rabu, 30 Desember 2020
Terhipat :09.00 s/d selesai

: Balai Desg Sidototo

Telah diadakap, acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
peranlgkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
M-aten yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun
Anggaran 2020

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :
1. Pendapatan dalam APBDesa
2. Belanja Desa dalam APBDesa
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

4. Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Teguh dari BPD
Notulen : Suyatin dari PEMDES
Narasumber :

1. Sulyanto dari PEMDES ( Kepala Desa )

2. Indri Irianti dari PEMDES ( Sekdes )

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDesa
Tahun Anggaran 2021
1. Realisasi Pendapatan dalam APBDesa telah sesuai
2. Realisasi Belanja Desa dalam APBDesa telah sesuai
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan RKP Desa
4, Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan telah sesuai

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

tanggungjawab.
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Wakil Kelompok Sidotot , 20 Desember 2020
Masyarakat

( DIYO DARYONO )

MENGETAHUI DAN IKUT MENYEPAKATI

——

No Nama Alamat Tanda Tangan Keterangan

1. | TEGUH Rt.02/02 Ketua BPD

2. [ SULYANTO Rt.02/02 (/ /Z[\ L\ Kepala Desa

/ |
3. | KEMIS Rt.05/02 k/ﬂg//qﬂ’ Unsur Kelembagaan
; )
4. | INDRI IRIANTI Rt.02/01 [ Unsur pemdes
5 DIYO DARYONO Rt.05/02 45?&5«/ Unsur Masyarakat

\
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